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A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik.
Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan
masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP).
Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum
Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah
oleh penyelenggara dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP,
antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak
kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan
pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran
kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai
pengguna layanan.

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara
pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan
dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi),
sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah
untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Dj sisi
lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah
untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan
publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan.
Selain itu, penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara
pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau
meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal
tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan pada Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

2. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

Untuk memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara
pelayanan dan masyarakat, antara lain pembahasan rancangan, penerapan,
dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan
sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan pelayanan
publik.
b. Manfaat

1) Secara Umum



N
—

3)

Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanin dengan haragian patbilik,

atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik,

Penyelenggara Pelayanan

a)

b)

memperoleh masukan dari publik terhadap kabijakan yang  akirn
ditetapkan;
memperoleh bahan masukan dan publik dalam rangka perurmusan

maupun perbaikan kebijakan,

¢) mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan urituk
mengetahui kebijakan yang ditelapkan penyelenggard;

d) mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangks
pengawasan pelaksanaan kebijakan;

e) sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk
mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam mermberikarn
layanan kepada publik;

f) memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.

Publik

a) ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang
Pelayanan Publik;

b) memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau
sudah ditetapkan penyelenggara layanan;

c) memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;

menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan
penyelenggara layanan;
meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan

pelayanan publik.

3. Ruang Lingkup

Pentingnya Responsibilitas Dalam Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Pasuruan.

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

a. Waktu Penyelenggaraan

Hari

Tanggal

: Senin
: 30 Maret 2026

b. Tempat Pelaksanaan

Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten pasuruan.



2. Penyelenggara dan Peserta FKP
a. Penyelenggara
Badan Penanggulangn Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan.
b. Peserta FKP
Seluruh Relawan PB (Penanggulangan Bencana) Se Kabupaten Pasuruan, FPRB,

Akademisi, Media, Pusdallops

3. Metode Pelaksanaan FKP

Pelaksanaan FKP dilakukan secara tatap muka

4, Susunan Acara FKP

“ Jam ! Kegiatan Keterangan
| 08.00-08.30 ‘ Registrasi peserta . o I
| 0830-09.00 | Sambutan dan pembukaan Kepala Dipandu MC -

Pelaksana BPBD
09.00-1000 | Pemaparan dari Bidang Pelayanan
| Ipengampu tugas dan kewenangan tema
dari pelaksanaan FKP
' 10.00-1100 | Tanggapan dan penyusunan rekomendasi
| tindak lanjut |
' 11.00-30 " Penanda tanganan berita acara FKP | -

11130 ‘ Penutupan.

C. HASIL PELAKSANAAN FKP
1. Identifikasi Masalah
Terdapat 3 aspirasi dari peserta rapat yaitu.

a Penyusunan Standart Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD), dikarenakan perubahan struktur organisasi pada BPBD.

b. Meningkatkan Integrasi dan Koordinasi dengan stakeholder terkait dan
penambahan nasi bungkus saat penyaluran logistic bantuan bencana serta
koordinator shelter lebih terstruktur.

c. Bagaimana mengatasi luapan air disisi hilir dan memastikan aliran DAS tidak

berhenti.

2. Analisis
a. Penyampaian Penyusunan Standart Pelayanan pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah akan disesuaikan dengan Peraturan Bupati nomor 56 Tahun
2025



b Kebutuhan untuk penanganan bencana terutama banjir belum sepenuhnya
mendapatkan nasi bungkus dan akan ditindak lanjuti dan koordinasi dengan
stakeholder terkait.

c. Akan lebih berkoordinasi dengan stakeholder / OPD terkail

3 Rencana Aksi
a. Stakeholder telah menyepakali Standart Pelayanan pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan melelui kegiatan Forum
Konsultasi Publik (FKP) BPBD.
b. Kedepannya akan lebih berkoordinasi dengan stakeholder terkait | BPBD akan
lebih dievaluasi lagi untuk koordinasi penanganan shelter

c. Akan lebih berkoordinasi dengan stakeholder / OPD terkail

D. PENUTUP
Dengan telah dilaksanakannya FKP terkait reviu Peraluran Menter|
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik ini, maka Asdep Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat berkomitmen
untuk :
1) Segera menindaklanjuli hasil dari FKP.
?) Dengan adanya FKP ini menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga
akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia;
3) Rencana aksi yang dihasilkan dari FKP ini dapal membantu Asdep PPM dalam
reviu pedoman terkait SKM.



R PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JI. Raya Bendungan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. 67151

Pos-el bpbd pasuruankab.go.id, Pos-ef : bpbd@pasuruankab.go.id

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
SEKTOR PELAYANAN ADMINISTRASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN PASURUAN

Pada hari ini Senin, 30 Maret 2026, telah dilaksanakan forum konsultasi publik
sektor pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan.
Berdasarkan hasil diskusi dan Keputusan Bersama menyatakan sebagai berikut:

No |

2.

3

Penyusunan Standart

~ ldentifikasi Masalah |

Usulan Rekomendasi

Perbaikan

Penyelesaian

Pelayanan pada Badan
Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD),
dikarenakan perubahan
struktur organisasi pada
BPBD.

H KYJFéﬂghyé Intééfasi dan

Koordinasi dengan
stakeholder terkait dan
penambahan nasi bungkus
' saat penyaluran logistic
‘ bantuan bencana serta
koordinator shelter lebih
terstruktur
| Permasalahan luapan air

T disisi hilir dan memastikan

| aliran DAS tidak berhenti.

Stakeholder telah :
| menyepakati Standart

| Pelayanan pada Badan
Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Pasuruan
i melelui kegiatan Forum

| Konsultasi Publik (FKP)

| BPBD.

" Jéngka"wmq
‘\
|

Anggaran tahun

|
| berjalan 2026

|

Kedepannya akan lebih-
berkoordinasi dengan \
stakeholder terkait,
BPBD akan lebih

mengevaluasi lagi untuk

i koordinasi penanganan |

| shelter

Akan lebih berkoordinasi
' dengan stakeholder / OPD

terkait

Anggarah tahun |
berjalan 2026

Anggaran tahun
berjalan 2026

4\
|
I

Pimpinan unit penyelenggara dapat menerima identifikasi masalah, usulan
rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan
tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan
mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh unit penyelenggara
pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka wakiu penyelesaian yang telah
disepakati Bersama



Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Kabupaten Pasuruan, 30 Maret 2026

—_— —e

S CJENIS |
: . TANDA
No. | NAMA & NO HP KELAMIN PERWAKILAN TANGAN*
, I I (L I I IS
1. | a: (;:Brggr;%g;ﬂ?(g;gohman L Universitas NU Pasuruan
f 5 ' Aris Felani D L | FPRB/LPBINU
* | Hp. 0857 3226 5105 Kabupaten Pasuruan
1 Darnan - 7:7 | Relawan PB LPBI
| Hp. 0852 3347 7800 Kecamatan Lumbang
- 4. ‘ M. Nasrudin L l Media LPBI NU dan FPRB

) Penandatangan adalah masmg—masmg perwakllan dari Peserta FKP dan wa||b me
nomor kontak/HP

Pimpinan Pimpinan

Ke Badan Penanggulangan Penyelenggara Pelayanan
/ atfypaten Pasuruan )
23 & HARIYADI, SE.,MM. Dimaz Kris Asmoro, ST., MM
‘NJE,J—9671214 198901 1 002 NIP. 19810707 200901 1 008

*) Penandatangan adalah Pimpinan Instansi dan Penyelenggara Pelayanan.



DAFTAR HADIR

Hari /tanggal . Senin, 30 Maret 2026.

Acara : Forum Konsultasi Publik “Penanganan Bencana Hidrometeorologi Terintegrasi
di Kabupaten Pasuruan”

Tempat : Ruang Rapat Lantai 1 BPBD Kabupaten Pasuruan.
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mo it . PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
\ BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JI. Raya Bendungan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. 67151
Pos-el bpbd pasuruankab.go.id, Pos-el - bpbd@pasuruankab.go.id

Pasuruan, 27 Maret 2026

Nomor © 000.8.3.4/100/206/2026
Sifat . Biasa

Lampiran -

Hal Undangan

Yth. Terampir
di
PASURUAN.

Sebagaimana Amanah dari Peraturan Mentri PANRB No 15 Tahun 2014, tentang
Pedoman Standart Pelayanan serta Penyusunan Maklumat Pelayanan Badan
Penanggqulangan Bencana Daerah, kami akan menyelenggarakan Forum Konsultasi
Publik (FKP) dengan tema: “Penanganan bencana Hidrometeorologi terintegrasi di
Kabupaten Pasuruan” maka dimohon kehadiran Bapak/ Ibu pada:

Hari/ Tanggal : Senin/30 Maret 2026
Jam : 09.00wIB
Tempat : Ruang Rapat BPBD lantai 1, JI. Raya Bendungan Kecamatan

Kraton Kabupaten Pasuruan

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kehadirannya disampaikan terima
kasih.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN PASURUAN

SUGENG HARIYADL, S.E., M.M.
Pembina Tingkat |
NIP 196712141989011002

Dokuman in telah ditandalangani secara elekironik menggunakan sertifikal elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikast Eleklronik (BSrE), Badan Siber dan Sendi Negara (BSSN).
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4 PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JI. Raya Bendungan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. 67151

Pos-el bpbd pasuruankab.go.id, Pos-el : bpbd@pasuruankab.go.id

LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIC (FKP)
SEKTOR PELAYANAN ADMINISTRASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

Berdasarkan berita acara hasil forum konsultasi publik sektor pelayanan badan
penanggulangan bencana daerah kabupaten pasuruan yang telah ditanda tangani pada
tanggal 19 Maret 2025. Berikut dilaporkan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang

dilakukan antara lain:

Identifikasi
Masalah

penyelesaikan

1. | Menghimbau
selalu kepada
BPBD untuk

r informasi dan

| peta wilayah

| resiko bencana
kekeringan, banijir,
Gerak tanah di

| Kecamatan

Peta resiko bencana
berdasarkan kajian resiko
bencana bisa diakses

' langsung ke BPBD

Respon cepat
penanganan
bencana baik
penanganan
kedaruratan

| maupun psaca
bencana

| Dapat mengakses

'Rekomendasi dan target |

Tindak lanjut | Penjelasaan |

"TT.efsediériya hei; ' }
bencana di ruang ‘
| Diorama Tangguh .
BPBD i
'Anggaran 2025 |
Keterangan |
(dokumentasi) |

S

informasi kebencanaan
tentang kedaruratan
maupun pasca bencana
melalui link BPBD
www.pasuruankab go.id ,

IG: bprbd_kab_pasuruan

—

Perpanjangan
pendirian posko
bencana dan
Pembangunan Shelter
penanggulangan
Bencana di tiga titik :
Winongan , Rejoso
dan Bangil
| Anggaran 2025

Keterangan
(dokumentasi)

G A e -
2. Shelter Winongan

N —



4. Shelter Rjoso

Standart
pelayanan yang
telah ditetapkan
apakah masih
relevan untuk
digunakan saat ini
atau perlu adanya
perbaikan

Standart pelayanan yang
telah ditetapkan masih
relevan untuk digunakan,
hanya diperlukan

penyesuaian nomenklatur

pejabat dari structural ke
fungsional

*Dileng)[a.pi dengan bukti-bukli tindéknle;njui

j Telah dilakukan

| perbaikan B
E Ang'éa;rén 2025

' Keterangan

| (dokumentasi)

Demikian laporan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 30 Maret 2026

Pimpinan
epala Pelaksana Badan Pimpinan

Penyelenggara Pelayanan

D
DIMAZ KRIS ASMORO, ST., MM
NIP. 198107072009011008
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